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LEMBARAN DAERAH

I(ABUPAT,EN CIANJUR
TAHUN: 2OOONOMOR :19

TIT,-!T} .d TrlTTT} t l.T T\ t'r;IT} I IJ TT A T)TTI} A rTITILT TlT t I,T TTTT}t- !:,t lt,fl l. L/ l.l,fl"I\ l--riall l.t'fl"t t .ILfAL) L/ .F fl- I. lti"\ L,lf}-t \ tt L/ .lL

i..iiiiviilR ; iff TAFiUi\ 20tfi

TEI{TAi'{G:

RF]T'RIFUTiT UIiAHA FE RII{AI!{AN

IIEIJGAN RAHh'IAT TI-]HA}'T YANG h'IAHA E SA

B LTP:ITI KAB LTPATE i\i C IAhj J[*TE

: a. bahu'a daiam rangira mendukung penyelenggaraan otonomi
daerah diperlukan penggalian sumber dana yang memanfaatkan
sumber daya alam yang menjadi kewenangannya;

b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah dibidang
perijinan usaha perikanan dan hasil produksi usaha perikanan,
periu penyesuaian di dae.rah;

c. bahrva Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun
1982 tentang Tato Cara Pemanfaatan Perairan Umum untuk
i-isaha Pe.rikanan dianggap sudah iidak efektit

d. irahwa sehubungan dengan hal iermaksud pada butii a, b dan c,

dipandang perLu menetaplcan Peraturan Daerah Kabupaten
Cianiur ientang Retribusi Lisaha Perikanan.

: L. Unclang=unCang lJomor 14 Tahun 1950 tcntang Pcmcrintahan
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat lBerita
F:egala Tahun 1950);

l. tlndang-undang FJomor LL Tahun 1974 tcntang Pcngairan
$,embaran iriegara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran
\To-o-o \I^mm -qn/tA\'
^rLb.Jus 

ev -.'.tt

3. tlndang-undang Nomor I Tahun 1981 tcntang Huhum ;\cara
Pitiana (Lembaran Negara Tahun i98i Nomor 76, Tambahan
Lembaran hiegara hlomor 3209);

{

{

a

f+ienimi){rng'

3. 'i'.^,t- rri o- r'c* *
- rrr-,It firrr 6 il lJ

rl TT-^J^*-'."1. t-jl.rlJ(:lrr$ 3..r

PERPUS
TextBox
  DIUBAH DGN PERDA 
    NO.17 TAHUN 2005




r
I

llrn

/1
ta

iq

r-r
l{

z

4. LTndang-undang lrlomor I Tahun 1985 tentang Perikanan
(i.,embaran Negara Tahun 1.q85 it{omor 46, Tambahan Lembaran
Nepnra lriomnr 3299):- -o-- -' 'r2

I-Tn'fang-undang Nomor 18 Tahun l-qg? tentang Pajak Do.erah dan
R,etribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1Sg7 l.iomor 41,
Tamba.han Lembaran Negala Nomor 3885);

LTndans-undans Nomor 2-q Tahun 199? tentanE Penqelolaan
tingkungan Fiidup (Lembaran i.{egara Tahun 199? i.iomor 68,
T a- mb ah a. n l, e mb a-r a n ItT e s a-r a- N om or 3 6.9.9 ) :

?. LTndang-undang Nomor 22 Tahun 1*q*q9 tentang Pemerintahan
Daerah $,embaran i.iegara Tahun 1399 Nomor 60, Tambahan
Lemheran Nepnrn Nnmnr 3839):'-o----- -'t,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun L98.3 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1.983 Nomor .36, Ta-mlraha-n Lemtraran
rI\T- -- -_- _ lrT---- -_- onEo\-r\eBafi{ r\utllur oai)o };

Peraiuran Peme,rint,ah l*iomor 16 Tahun L990 teniang Usaha
Perikana-n setra-gaimana telah diuhah dengan Peraturan
Pernerintah l.lonior 46 Tahun L9SB (Lernbaran Negara Tahun
1"993 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536);

Pp-ra-tr-rya-n Peme.rinta-h Nomor ,51 Tahun L.9.93 tentang Anallsis
lvfeirgenai Dairil;ak Lingkuiigan (Leriibar.ari Negara Taliuii iggs
Nomor 84, Tambahan Lembalan Negara Nomor 3538);

Peratr-rran Pemp-.rintah Nomor 20 Tahtm 1997 tentang Retribusi
I)aelali (l,erribaran l'{egara Ta}run 199? }.iomor 55, Tarri'}ia}ian
Lembaran Negara Nomor 3692);

Kepr-ttusan Presiden Nomor 23 Tahr-rn 19Sg te-nta-ng
Peri geinb airts'E n B utiiday-a L aut di Pe.r'airair Indonesia;

Kepuiusan Menteri Daiam i'iegeri i.iomor 174 Tahun 1.q9? ientang
Ped-oman Tata- Cara- Pemungutan Retrihusi Da-erah;

Keputusan l\'Ienteri Dalam Negeri Nomor t75 Tahun !.997
tentang Fedoman Taia Cara Pemeriksaan di Bitiang Retribusi
I)eerah:

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1991
teniang Fembinaan dan Fengujian Mutu Hasil Perikanan
setragaimana telah dirlbah d.engan Pera-trran Da-era-h Nomor 13
Tahun 1998;

Feraiuran Dae.rah Propinsi iawa Barat lriomor 1 Tahun 1996
tentang Ijin l-lsaha- Perikana-n selra-ga-imana telah thrr-hah dengan
Pe-l'aturair Daerah Nornor 12 Tahun L99B:
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1?. Peraturon Daerah Kabupaten Cranjur Nornor 4 Tahun 1S189

teniang Fenunjukan tlan Pengangkaian Penyitiik Fegawai i.iegeri
Siprt unt,uk melakril<an Penyifikan te.rhada-p Pe.langga-ran
Peraturan Daerali yang meirrbuat Ketentuan Pidana;

i8. Feraiuran Daerah Kabupaten Cianjw l.iomor 12 Tahun 19?5
tentans {-}rsa-nisasi d-a-n Ta.ta- Keria- Drna-s Perikanan Kabr,rnaten- --------o - _---_ ----J
/-1i - --i----t-rli{IIJ Ul ,

Ilengan persetujuan

Der,van Perwakilan Rakvat Daerah l{abupaten Cianiur

]VIEMLITUSILAN :

llf^-^+^*1,^- IfErI) ATFTTD AT\T T1 AEaD ATf TIAIITTDATFIaNT /-TIANTTTTD rFtrl]tlrnA}'lar

RETBIB USI LTSAHA PE RI}IANAN-.

BAB I
KETENTUAhI UMUM

I)^-^1 1I qJAl tr

n..1,.* T)^-^...-..- n.,^-,.L :-; l:-^1.^,.1 -I^*-^- .l.d,-ra.ttr l EldL'(lrd'rl lJdrr=ldll rrll YdrrrS ul.llldlrJLrtl (rErtE,d.tr .

---l- - ^l --t -l- Ti-t^---- -4--- /-t: ---.'a. uaexaii acialan liaoripaten umryi.ir;

i-r. Pemerintah Daerah adaiah Pemerintah Kabupral,en Cianjur;

c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Cianjur;

ri. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cianjur;

e. Dinas adaiah Dinas Perikanan Kabupaten Cianjur;

f1 Kepala l)inas adalah Kepala lJinas Perikanan Kabupaten Oianjur:

g. Ikan adalah semua jenis ikan seperti :

- Pisces (ikan l:e-rsirip, belut, sida-t);

- Crustacia (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanSzs);

- lVlol.usca (kerang tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan
sebangsanya);

- Coelenterata {ubur-ubur dan sebangsanya);

- Echinodermata (teripang, bulu babi dan sebangsanya);

- Amphibi (liodok dan sebangsanya);

' Reftilia (bun5'5, penyu, kura'kura flan sehangsanya);

- X.:Iamalia r.Ba-us, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya);

- Alsae .-..
a
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- Algae (rumput laut dan tumbuhan lajn Srang hidupn5ra di dalenn
air) serta;

- Biot,a perairan air lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-
jenis di atas;

h. Usaha perikanan adeLah semua useha perarangan atau badan
hukum untuk menangkap aiau membudidayakan ikan iermasuk
kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan
untuk tujuan komersil;

i, Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha
perikanan dan dilakuka"n oleh Warga Negara Republik Indonesia
aiau badan hukum Indonesia dengan menggunakan seluruh
t,enas'a rlen modal Nasinnal:- -_---o - --'_------,

j. LTsaha penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memper-oleh
ikan di perairan yang i.iriak daiam keadaan dibudidayakan dengan
a-lat atar-r csta a-palnn yang tid-ak melangga-r ketentuan yang
berlrrku ieriiiasuk kegtat,an ],-aiig rnenggunakan kapai untuk
memuat, mengangkut, men5rimpan, mendinginkan, mengolah atau

+l-^.- ..-+.-I- +-..i..^- l----^--:1.rl rtlr$ il WS l,lralll l.lll l, (l.b t, llJ rrArl lrullr$l rilJ.,

k. Usaira lierii,Lruiliclilyaarl ikair adalaii hegiatan untuk rneme.lihara,
membesarkan dan atau membiakkan ikan dan menanam hasiln5ra
dengan alat atau cara apapun ie.rmasuk kegiatan menyimpan,
mendinginkan atau mengawetkann5ra untuk tujuan komersil;

1. Ijin Usaha Perikanan (IUP) adalah ijin tertulis yang harus dimiliki
perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan
menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam ijin
+ ^-- ^l^,, +,ugl Jct tt {,)

m. Surat Peirairgkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus fiiniljki
setiap kapal perikanan berbendera lndonesia untuk melakukan
kegiatan penangkapan ikan fi w:layah Indonesia dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari IIJP;

n. Surat pembudiclayaan ikan yang selanjutnya disebut SPtsl adalah
surat :iang harus dimiliki setiap unit yang melakukan kegiatan
pembutiidayaan dan merupakan bagian yang titiak terpisahkan
rl --; TT TT).ugr! rvI ,

o, Perluasan usaha pembudida-faan ikan adalah penambahan areal
lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha di luar yang
farnon*rrm rlolo* TTTD.. uq(tll tvI !

Q,,--+ D^--^l^f^^- TJ^",;I lQDlf\ ^,t^l^L arra^r l.^+^-^--^*p. Du.ral i-eii8oriirrafi rliisii \Drfil auaiafi ].jufal .Kenerangan yang
dikeiuarlian oieh Bupati yang menerangkan -bahwa suatu unit
pengolahan telah memenuhi persyaratan yang telah fitentukan;

4 T.- ^o ^ltl, r\tlPilr ,.,,
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q. Kapal perikanan ad.alah kapal atau perahu atau alat apung
iainnya yang diFergunakan uniuk melakukan penangkapan ikan
tp-rmasuk untnk pengangkr-rta-n ikan dan melakr-&an sr-rrve-.y atar-r
-l----I -ir - --l -- ---:l-eKSIJTUILA|}T I)efrll AII arr;

r. i.ieiayan adaiah orang yang mata pencahariannya melakukan
nenenprliensn iken:

s. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
pembudidayaan ikan;

t. Perairan umum ariaiah $arana air yang terdapai di atas daraian
baik yang mengalir maupun tergenang yang bero.da di
sungailsituiwaduk, rawa dan mata air lainnya serta bukan
sa-lrrran irigasi ],'a-ng dikr-ra-sai aleh Negara d"an herad.a- tl-ala-m
'l----- --- T\---- ---i--r-1- T\- ----l-TTITTATITKew eII a II B, A Il r eJIt el'l[I LAIr l,' A$ralltf) Lr rvlr\ ;

u. Retribusi ilaerah yang seianjutnva disebut retribusi arialah
prungutan rlaerah se.bagai pemlrayaran atas jasa atau pemberian
ijin teI'tentu yang khusus clisediakatr dan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau
L ^-I^.- L,-t---*.Lr-l(lall Itfl-rr'ftlll,

v. Pungutart perikanan adalah pungutan atas praduksi ikan hasil
penan gkap an atau pembudidayaan y ang dius ahakannya;

w. Sruat Keteta-pa-n Betribr-rsi Dae-rah yang selanjr-rtnya disingka-t
SKRD atialali sur:ai keputusaii yang rnenentukan besarnya junllaii
retribusi yang terutang;

x. ,$urat Tagihan R.etribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STA.D
atlalah surat untuk rnelakukan tagilrari retribusi daii atau sanksi
administrasiberupa bunga dan atau dend"a;

y. Produsen adala-h orangllrad.an ya-ng menyelenggara-kan kegra-tan
pengolahan/penga-weiaii hasil perikanan yans siap untuk
dikonsumsi dan at au diperda gan gkanldiekspor;

z. Pelakr-r niasa a.dalah ora-nE/ba-d-an vang menvelenssarakan_- -----o - -- _---o J -_--o -'----J
"l-- --i -r -I - ----- ----- l- - -.:l -- --.:l-KeBrar,an per'{.raHaIrBan naHrr lJer'il(analr;

aa. Feiugas Bina Muiu adaiah petugas yang ditunjuk oleh Bupati cq.
Kepala Dina-s untuk bertr-rgas melaksanakan pemtrinaan terhadap
produsen dan pelaku tata niaga hasil perikanan serta melakukan
pengujian mutu hasil perikanan;

ab= Hasil perikanan a-clala-h hasil ntama, hasil samping dan limbah
rlari segala jenis ikan, turnbuh-turi'rbuhan, binatang perairan dan
bagian-bagiannya yang ditangani dan atau diolah untuk dijadikan
produk akhir untuk kepe.rluan konsumsi manusia, ternak dan
keperluan industri serta keperluan perdagangan:

ac. Pr*tiuk ....
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ac. Prod"uk hasil akhil perikanan adalah hasil penanganan dan
pengolahan ikan segar, ikan beku tian jenis olahan lainnya yang
siap fikonsr-rmsi d-a.n atar-r fiperdagangkan;

ad. Standar mutu adalah persyaratan produk yang memenuhi
ketentuan spesifikasi teknis yang meJiputi identitas, hygienis,
kimia-rvi, kesera-gaman mengenar ukura-n, bobot atar-r isi, jr-rmlah,

t-l- -l -r--,-_-_ -,---!-_-----=_--.:-_-==--- -!j!- -!---r--_- -r_l_ __ _j_t_ _r _____J'upa) lauer uarr :ieuagarfl.ya yartB trroal.ui(all oieti peJai]al yaiig
lrerwenang berdasalkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

ae. Tanda bukti peme.riksaan adalah sulai kete.rangan yang
dikeluarkarr oleh petugas bina mutu yang menyatakan tentang
jumlah serta inutu produk akhir hasil perikanan di daerah
produsen dan atau konsumen yang telah diuji mutunya dan
memenuhi standar mutu organoleptik.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SLIBYEK BETEIBLISI

Pasa! 2

Dcngan nama Rctribusi Usaha Pcrikanan diFungut rctibusi atas
iasa pelavanan pemberian ijin usaha, produksi ikan hasil
penangkapan etau pembudidaj/ean yang diusahakan dan pengujian
muiu hasii perikanan.

Pasal S

Obyek retribrisi adalah jasa pelayanan perrrber.iarr ijin darr produksi
ikan hasil penangkapan atau pembudidayaan yang diusahakan.

r ^ -.I : -.1 .l .,-: .J drrrH r,El ttll I Lr.d.l. I .

a. Pei-nberiair ijir' 'r,erhadap jenis-jenis risaha perikarran;
b. Jumlah produksi ikan hasil penangkapan atau pembudidayaan;
,, If^-.-.::^- 

-,,+.- 
L^^:l *^Jl-^-^-L. r ErtHu._fld.tl tlrLlt tt ltd.slr lJErlA.dltldrr.

Pasal4

Sub;'ek retribusi edalah petani ikan, nela5'an, pedagang/ produsen
dan atau badan hukum usaha perikanan yang mendapat jasa
nelnvnnnn

BAE III
GOTONGAN R!:'I'}IIts USI

Pasal S

B,etribr-rsi l-Isa-ha- Perika-nan tp-rma-suk golonsan retritrusi ne.riiinan
terientu dan jasa usaha.

BAB r1r....
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BAB IV
NAR A h,{Nhir]IT-T{ITR TIT{NI{AT I]IThJr}fiITNTA AhT JA(A4 !rtuvvi-igui vEua

Pasal $

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Usaha Perikanan diukur
herdasarlran jenis usaha dan jumlah nroduksi ikan.

BAB V
PRIIqSIP PENETAPA}I TARIF RETRIBUSI

D^^ ^l rta asar r

Prinsip penetapan iarif Reiribusi Llsaha Perikanan adalah untuk
mengganti biaya administrasi. pelayanan dan pembinaan.

BAB \.II
A AP AN] A TT(] AIJ A T.T ANT EITIT\TTFTTITvrultutrl urJrutll yzu! uglt I ull

PE RUSAHA{I\{ PE RIKAI{AN

Pasal E

(1) Llsaha perikanan terdiri dari:
a. IJsaha penangkapan ikan;
l- 'f T--l-- -^----L---li-1 ------ iI----u, L,satra uerrluutt_tLtav aatl llratl.

(2) Lisaha p*rror,gk"Uor, *on sebagaimana fimaksud patla ayat (1-)

meliputi :

n lJsnhn nennnqkanen ikan rli lnut'r -------d--
b. Usaha penangkapan ikan rii perairan umum.

(3) Lisaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1\ rnplinrrti '

a. Pembudida5'ssn ikan air tawar;
b. Pembudidayaan ikan air payaurtambak;
c. Pembudida-yaan ikan arr laut.

Pasal9

Perusahaan perikanan diselenggarakan dalam bentuk :

a. Usaha perseorangan warga negara Republik Indonesia;
b. Usaha kelompok ffarga negara Republili Indonesia;
c. Perusahaan berbadan hukum lndonesia termasuk koperasi.

If NE IITT
Lt.clr-t Y tl rrr.
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BAB VII
P E MI L i ILA}I DAN KE 14IE NAhIGAI\I PE MB E R I.AN I JI N

Pasal 10

(L) Setiap perusahaan perikanan:iang melakukan usaha perikanan
wajib rnemiliki IUP dari Buuati.

(2) IUP diberikan untuk masing-masing jenis usaha perikanan
sebagaimana fimaksud pada Pasal2 Peraturan Daerah ini.

Pasal LL

(L) Setiap kapel perikanan yang diFergunakan oleh perusahaan
perikanan diiengkapi ILIP dan SPI yang diberikan oleh Bupati.

(2) Setiap unit usaha perikanan yang telah rnemiliki IUP
pernbudidayaan ikan wajib dilengkapi dengan SPBI yang
diberikan oieh Bupati.

Pasal 12

Perusahaan perikanan Jang ielah mendapat ItlP dan memilili unit
pengolahan ikan wajib dilengkapi dengan SPH Srang dibertxar oleh
8,,^^+-luuPd(,r.

Pasal 13

(1) Runati menEeluarkan ILTP r.rntuk :

a. Usehe penangkaparr ikan di laut yang menggunekan kapal
pe;lkanan bermotor dalam ukuran 10 GT dan aiau mesinnya
berkekuatan 30 DK sampai dengan 30 GT dan atau mesinnya
berkekuaian f,O DK;

b. Lisaha penangkapan dan pembudidayaan ikan di perairan
umum yang dikelola oleh BLTMN dan atau berada dalam
kewenangan Femerintah Dae.rah;

c. Lisaha pembudidayaan ikan rii air ienang dengan areal lahan
di atas 5 Ha;

d. Usaha pembudidayaan ikan di air payau atau tambal', dengan
areai iahan di atas 5 Ha dan aiau padat penebaran di atas
90. 000 ekor benur/nener&I aA,{T;

e. Useha pembudid"ejrean ikan di laut dengan areal lahan di atas
0,5 Fia;

i. llsaha pembenihan udang dan atau bandeng dengan kapasitas
produksi fi atas 5.000.000 ekorltahun.

f"?\ I{l'n lrl a
\-/ rr\..t-r |.lr-r-rl" . r r r
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(2) Kenala Dinas menseluarkan ILTP unt';k :

a. Usaha penangkapan iken di laut yang mensgunekan lebih
dari saiu unii kapal perikanan tidak bermotor, kapal
perikanan bermotor luar, kapal perikanan bermotor dalam
yang berukuran dari i0 GT ke bawah dan atau mesinnya
]rerkeleuatan d-ari 30 DK ke bawah;

b. LTsaha pembudidaJiaan ikan fi kolam air tenang dengan areal
lahan tiibawah 5 Ha;

c. Llsaha pembudidayaan ikan di air payau atau tambak dengan
areaL lahan fi bawah 5 Ha dan atau padat penebaro.n di
itl0asran ou.trt u egor;

d. Lisaha pembenihan udang dan aiau bandeng dengan kapasiias
nroduksi di bawah 5.000.000 ekor:

e. Usahe pembudidaj,raan ikan di kolam air deras;
f T'l-^L^ *^*l^.,l.i'l-.,^^-;1,-- L;^- ^;- +-..,^-.r, vJ4ll4 l,vrrruuuual 4drr ,Aglr rlral 4[ !4tt ai]

g. Usaha pembudiclayaan ikan di l.aut dengan areal lahan di
bawah 0,5 Ha.

(3) Dalam mernberikan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2). Bupati dan l{epala Dinas berpedcman kepada
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasai i4
(ii iUP beriaku seiama perusahaan perikanan yang bersangkutan

ma-sih mela-kr-rk an us aha perilranan-

(2) SpI atau SPBI berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat
*iperpanjang sepanjang kapal perikanan atau unit usaha
pembr-rd i daya-a-n dimaksud masih diper gtmakan oleh perr:s ahaan
pe.rik an an .v ang bers angk u [an.

i3i SPH berlaku seiama 2 (duai tahun dan dapat diperpanjang
sepanjang unit, pengola-han ikan dimaksud masih operasional.

BAB \TII
ITI A 

'Tt 
,t TT A T) i T'TTIT"IT TYA.T A 1\TI fl l fl WflfI.fI .tr -Clrlldlr\flr\

Pasal i5
(1) ,letiap srang pribadi ai,au badan hukum yang mengadakan

usaha pedkanan di wila5ra! daerah sebagaimana dimaksud
daiam Fasai 3 Fe..raturan Dae..rah ini harus mempunyai ijin dari
Bupa-tiberupa II-IP, SPI, SPBI dan SPH.
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i2\ Tiin sebasa$ana dimaks'rd" dalom avat {1) Pasal ini bilamana\^, + 
-

habis masa berlakunya dapat tiiperpanjang.

(3) Taia cara pengajuan permohonan dan perpanjangan IUP, SPI,
SPBI dan SPH sebagaimana dimaksud ayat (1i dan ayat (2)
Pasai ini seria bentuk-beniuk formulir yang digunakan
dif.ef.anknn lehih lanirrt. ole'.lr Runaf.i--' - _ -"f - --- ---__J -- - 

--r -'--'

Pasal 16

(1) Pemherian IUP, SPI, SPBI dan atau tiPH dapat ditunda apabila
mcnurut hasil pcncli*"ian tcrdapat Cohumcn yang masih pcr!.u
diiengkapi.

(2) Penundaan pemberian ILIP, SPI, SPBI dan atau SPH diberikan
scrara tcrtulis discrtai pcnctapan batas v,.aktu.

1q\ D^-:^L^--- TTTD qDT CDrOT,l^- ^+^,. CDtr.r^*^+ J:+^l^l- ^*^L;l^td/ r trrrrut.tull4lt Ir_jI, LJI -r., \J.L ljl tlcltl d{,dlr l,r l.r tr.rFdli, iill.uiaji 4Paulia
sampai batas waktu penundaan, pemohon tidah menyampaikan
dokumcn yang harus dilcngl<api.

(4) Penolakan permohonan IUP, SPI, SPBI dan atau SPH dilakukan
secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.

(5) Tata cara penundaan dan atau penolakan IUP, SPI, SPBI dan
atau SPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) Pasal ini
ser:ta hentuk formulir yang digunakan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal L7

(i.) Perusahaan perikanan yang ielah memiliki ILTP riapat
me.la-kukan perluasan us aha penan gkapa-n atau peml:udidayaan
ikan sei,elah memperoleh perse{,ujr.ran dari pemberi ijin.

(2) Tai,a cara pexmohonan dan pemberian persetujuan periuasan
nsa-ha- akan ditetaplr-an lebih laniut oleh Bunati-

Pasal 18

(1) Setiap perusahaan perikanan yang akan memind.ahtangan-kan
IUP atau memindahkan lokasi usahanya fiwaiibkan terlebih
dahulu mempexoleh persetujuan tertulis riari pemberi ijin.

(2) Setiap perubahan nama, alamat dan penanggung jawab
perusahaan diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada
pemheri ijin untuk diaclakan penyesuaian.

{3) 'I'ata cara pemindahtanganan serta perubahan nama. alamat
dan penanggung ja'wab perusahaan akan ditetapkan oleh Bupati.

Fascrl 1q
,,. fJf U aetl.L .l- tl,./ . r t .
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Pasal 19

Pomocano TTTP lto.Lo-roiilror. '! vr.rvb srrb

^ Tr,f^l^1.-^*^l'^- l.^*^n*rrnm ,l^l^* TTTD CI)T QDEIT l^- QDII .
4. rllL;r.illDatt4aqll suuvllQuall u4lqlu lvl , ul l! vl ul ualt vt II,

b. I$emohon persetujuan tertu}s dari pernberi rjit dalam hal
pemindah tanganan IUF serta perubahan nama, alamat dan

-- i ^*r^L. -^-rr- -L ^ ^-.l,UrrquS5urr6 Jqrl qu yvr qJ4rt44llt

^ ]t,f^---^**^:I-^- l--^-^- l.^-i^+^-,.^^L- ^^+;^- It /^-^*\ L,.l^-L. rvl.ElrJdrlllrd|-rlr.arrt l4Purdlrl. as6rd.udl'rr Lal'd.rr(f scrI4P (, Frr<r.rul urtlcltl
sekali kepada pemberi ijiu

d. Merealisasikan rencana usaha.

Pasal2{J

(1) IUP tidak berlaku lagi atau berakhir, apabila :

a. fliser.rhkan kemhali kepada pemheri ijin;
l- Tl^------l---- -^-:l- -:::-:-r--l- --ilir-u. f erusarlaarl Perurarralr PtrrlrcBilrr.B, rJrlr JaGlrlr ParrrL!
c. Perus ahaan perikanan menghentikan us ahanya:
I f'\;-.^L.,+ ^l^L -^*L^*:;;-:-Ll,. L-rlr-d.lJLll, lrlcll PEl.rrl-tt]rr. +tur.

/n\ TTTT) ]l---r -1:^^l---a -l-L -----l----: i::- ---L:l ^l----^\4/ r L,,r uapal tfluauuL urElr perlruerr rJur aPaurra Petusattaatr
perikanan:

a. Melakulian perluasan ustha tanps pef$etujuan tertulis dari
peinberi ijin;

b. Tidak menyampaikan laporan kegialan usaha S (tiga) kdli
herturut-turut, atau dengan sengaja menyampaikan laporan
.yaiig tidak berrar;

c. Titlak meiaksanakan ke{,enluan yang tercani,um daiam ILTP;

d. h'iemindahiangankan iUP tanpa persetujuan lsyfrrlis dari
nemheri iiin'r -_--'- *-- -J---,

p Se!-arrna setu tahun berturut-tunrt seialr IIiP diberikan tidak
melaks anakan kegiat an us ahanya.

(3) Tata cara pelaksanaan pencabutan IUP ditetapkan oleh Bupati.

Pasal2l
(1) SPI atau SPBI dan SPH tidak berlaku lagi, apabila :

o Jo-oLo .rtol-f tt l.or.lalrttn.ta orrrloh Lolric.4. v utrbau Msv4s,

b. Discrahkan kcmbali kcpada pcmbcri ijin scbclum jangka
waktunYa habis;

c. flica-but oleh pemberi iiin.

f2] sPI
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f2\ -qpl af.au SPRI danat dieahrrf. nlph nprnhpri iiin nnehiln .*-r*-

e. PerUsahaan perikanan tidgk melekSgnekan Lafonfrron r'6htr
tercantum dalam ILTP atau SPI/SPBI;

b. Pe.rusahaan perikanan menggunakan kapal perikanan di luar
kegiatan penangkapan ikan atau mengg';nakan sarena
budidaya di luar kegiatan pembudidayaan ihan;

c. Perusahaan perikanan tidak iagr menggunakan kapal
perikanan atau yeng dilengkapi dengan SPBI.

ie\ Aplf i^-^* Ji^^}"'+ ^l^L ^^*l-^; ;;;- ^^^l^il^ .
\u/ vr rr uqlr4u uu4ua.u vrurr irurrrvvrr rJur, alrquua .

a. Perusahaan perikanan tidak memenuhi pers-yaratan yang
tercantum tlalam $PH;

b. Surat keterangan mutu yang dimiliki oleh unit pengolah yang
liersangkutan sudah tidak berlaku:

c. Perusaliaan perikai-tan tidak lagi inerrgope.i'asioi-rallian uidi
pengolah sebelum berakhirnya masa berlaku SPH.

(a) Apabila IIIP yang dimiliki ole.h perusahaan perikanan dicabut,
oleh peinberi ijir'. iriaka ketentuan ayat (i), {2) dair (3) Pasal ini
tidak berlaku.

B^48 IX

PENGUJIAN h{UTU HASIL PERIKANAN
T) ^^ ^I r)<)L .'.s<tL 4A

(i) ,$einua pro(luk ;akiiir liasil usalia perikanaii yang diFroduksi daii
atau diperdagangkan di daerah atau melintas w-ila5'ah daerah
harus memenuhi standar mutu yang telah fitetapkan untuk
setiap jenis komoditas.

(2) Untuk menentukan memenuhi tidaknya standar mutu yang
ielah ditetapkan sebagainiana dimaksud pada ayat, (1) Pasal ini
perhr dilakukan pengujian.

i3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
dilakukan secnra organolepiik dan atau laboratori*s.

Pasal2.3

(1) Pengujisn mutu akhir hasil perikanan yang dipasarkan domestik
dilaksanakan secara periodik oleh petugas bina mutu dan atau
sewaktu-r.raktu brlamana tliFandang perlu fiuji seeara
iaboratoris.

(2i Froduk ,,..
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(2) Produk akhir hasil perikanan yang diFerdagangkan domestik
dan telah diuji mutunya se.{ara organoiepi;ik diberi tanda bukti
pemeriksaan.

(3) Produk akhir hasil peril.-anan yang menurut hasil pengujian
organoieptik tian atau iaboraioris dinyatakan rusak, dilarang
rliperdagangkan r-rntr-tk konsr-rmsi manusia dan ha:us
clirnusirahkair atau clipergunakan untuk kepentingan lain yang
bukan makanan manusia atas sepengetahuan petugas bina
---a-- 

l^- -l:---^+^l--- l^l^- -.-^3-- D^--i+^ A ^^*^-alluru rfilrt tltllYilLilltilrr u..1l.{rtl Fuat,u lJEl..rt,el fan;atI'A,

P asa124

Tempat-tempet prod"uk akhfu hasil perikanan yang diuji meliputi :

a. Unit pcngumpu] hasil pcrikanan;
L TI-:+ --^-^^r^Lr-^-^-.-,^+^- L^^:l -^*:l-^*^*.1r. iJ liLt Pt]lr$,UlarrrPr;rr!,d vY E t,d.ll ltd srl PEr rJs.(lrldlt!

- rT-^:r ------:------ -- -^---t--l- -l-l-:- l---:l -^-:l---^---u. uIuL ptrrryltilpatritil PfuLrurs. ellrru_r' rlaslr Perr.ri.trrlarrr

tl. Pedagang besar, grosir dan pasar;

e. Pos-pos pemexiksaan yang sengaja riiadakan sesuai dengan
kebutr-rhan.

Pasal2S

(1) lietiap produsen dan atau pelaku tata niaga produk akhir hasil
^^;1, ^- ^* .,,^;;I- * ^*L ^- +rr nal r onc l^.i- ^ *,,+,,,1 ^- I ^l^^*^+^-.1,,*Pl;rrAA.lrsrr w aJIU lllElllucllUs lrsuuE'as Ultla llltlt'll tr(lrl l(llrul g.UUarllll.a.

untuk keiancaran tugasnya.

{2) 'I'erhadap semrra prod.uk akhir hasil perikanan yang telah diuji
mutunya secara organoleptik dan atau laboratoris sebagaimana
dimaksud" pada Pasai 22 Peraturan Daerah ini, dikenakan
-of-il-ttoi ^o- -rrii o-r vurrM gsr lrv{b qJrurr.

(B) Tata cara dan formulir yang digunakan d"alam pengujian secara
organoleptik dan atau iaboratoris tiitetapkan iebih lanjut oleh
Bupati.

BAB ;i
rT7t't- a Tt a lrl- ?\Ysrl -a- tL y./L'r.rtnrr l 1T

WiITAY Afl fIrNlL!l\(.iLJ f AI\

Pasal 26

l4ilavah pemunsutan retribusi adalah di rviiavah daerah.

Tf A t) lrr
I-lfLIJ nt !,,r
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BAB XI

PEFdUI{GUTA}I DAERAH DAhi T.{TA CARA FEI{UhIGIJTAI{

Pasal 27

Terhadap perusahaan perikanan yang memililii IUP, SPI, SPBI dan
atau IiFH dikenakan retribusi ijin usaha perikanan, produksi ikan
hasil pcnanglcapan dan atau pcmbuCidayaan dan pcngujian mutu
hasil perikanan.

Pasal 28

Besarnya relribusi ijin usaha perikanan sebagaimana elimaksud
pada Pasal 15 Peraturan f)aerah ini, rlitetapkan se.hagai berikut :

a. II-TP:

1-. Penangkapan il<an :

o Tli lorrf I?^ 1 Oflfl -if3Ts. sr ruue IvP l.uu-v-!-i-g i ,

b. Di perairan umum yans menggunakan alat tangkap :

- Pancing iangan Rp 5.000,-/unit/tahun.
- Pancing rawe ltp 10.000.-/unit/tahun.
_ -Tol o P* ln nflfi /,,-;+/+^L,,*- u 4ra rlP iv.vvv!-iuiiiLiGaiiiiii.
- Bubu Rp 10.000,-lunitltahun.
- -To-i-* i-oo-- frr---oI/vqrgrS urrutrS uuu65.[,

rangkap F,p U5.000,-/unitirahun.

2. Pembudidayaan ikan :

a. lli kolam air tenang ltp 25.000.-/Ha.
b. Di tambak Rp 100.C00,-lHa.
c. Di iaut Rp 100.0U0,-iHa.
d. Dalam keramba jaring apuns

di perairan umumBU[.{N Rp 1-0.000,-/pemi]ik.
e. Di kolarn air deras Rp 100.000,-/unit.
f. Ikan hias Rp i50.000,-runit.
g. Pembenrhan udang/bandeng Rp 100.000,-iHa.
h, Pembenihan ikan Rp 25.000,-lHa.
i. Non ikan :

f 'l T\^--a /l--l-I- l----- l-----I. I lraraf, (iioooi<... lIrua-fiiifa..
cacing) Rp SO0,-/NII

f o T ^,,+ /-,,*-..+ l^,.+ f-^-^--I.z. lJdtltJ \r L[rrPull Ld.LtUrIl,EId.ll$,,

kepiting) Bp 5t10,-lMg

b. SPI/SPBI :

1. Fenangkapan ikan di laut Rp 4.U0tl,-lGTltahun.

q For"thrrrlirl .|rrr'r srrr
lH. 

'. 
\.,ltlLt lL1\-Cr.t Ctt r.-l Gai"lfl r r r r
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g. Pennbufidavaan itan di!.av Yr191{riJ .4*s^ g4*-r' rg

nerairan umumrEliMi{
E-- 

v4 !

fkerRmlrs. i nrinrr antt-ng)-*ai-:---'---r J

C. SPii ......, r..... '...... i r t r.. t. r ' '......

B.r: 1-.000.-/fui?/2 tahr-lr!.--t- - '2

Rn 15fi .0iJ0. -lunitltahlln.
^-r4v.Jrvvvt.-a---

;; I -.L ^.- . ,.;l;I-tlf trlttcllt ttlrrrtL

T1-- 't ,'rrrrr n- --"rtFI l"t-tr-rt-rf,tiH,

= Rp iiir','icg

Pasal29

(1) Selain dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada Fasal23
Peraturan Daerah ini, perusahaan perikanan yang telah
memiliki ILIP dikenakan retribusi produksi ikan hasil
pcnangkapan dan atau pcmbudiCayaan atas produksi il<an hasil
penangkapan atau pembudidayaan yang diusahakan dan
retribusi pengujian mutu hesil perikanan.

{2} R,c+"ribusi prcCuhsi ikan hasil pcnangkapan d,an atau
pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Pasal ini
ditetapken sebegei berik-ut :

A Tl. ^- rr^-^,,*-i/ a. rlratr r\9ri5utrlJl

1 I) ^+-iL"-.i r'\r./rrJ.rl--.i L..-.il L.rr.tr'iJ ^'zrrj_. l.t GLr ru LrFl Fr lJLltr.lL:rl lrd-lll-l- L, ttt,lrud'J .a

s en dirilh an tr alils etva .

a. Pisces = Rp 5.-rkE

h. ilrust,r*ceff€, molusctl, colenterata, r Rp 5fi,-fl<g
--l-:---.l----^- -L- -----L:l-:- -1- -n" 

t ' 6

el;ttrlruLrurrttaLtt.. alrlprr.lrJle{.. arsae
dan bi*ta lainnra {i}

c. h{*malia, retr)tilia = Rp Z5fiikg

2. Retribusl !:rodr;ksi hasiJ l:r-rdidaya di perarran Llmlrm.

Pisces = Bn '! il. -,ikE-.y .3 !, 
' 

r.3r'tt

fat rrcf .:r-a-:o tt .rltrc/-r4l 
^r.larril-or,.rri'r\-r, I traut tra.l\--f-'(IL/.t l.|'J"\rlt/l.r'ta.z(Jl'l t-/t tv''lLr\/I ( l,rt(.jl'! f frlJ l\t vI tfllb

echincdermata) amphibia, algae
dan biot.a lainllva {i}.rrrrat se V./

^ [f,o**"'li.' r,.o^filio - I]t Xl-}fl/lr"tL" :?l.r.Liii(.liicl! r*lrr'r.r({ r.rl, Lt\r1-tr-lJ.6

3. Retribusi produksi hasil tangkapan di puraiian umum.
T):^A^a fl* f}f} Fl-^I -1,_\ust rlP hu t'tl1.5
fi-----.r- I---.-- --f ---r---.-r-- T)-- frftrr n---
r-,i.'Ll-b [,at:sae, IilulL[,]L:il,. L:ulelltsl. ilLil.. ftIJ &\_AJ t-fltH
echinodermata, amphibia, algae
l^* Li^+^ l^:Er-v?A /:\(tiltl l/ltr[,i1 l.lllrlrY ea u/

g
.le t

1.,
Ut

el,

l_[t,

1

+,

- lf -----l: ---r-ifi-t: . rvli{rrlail.it, I'eIJ [,l.u_it

T'l r 'l I I r.I I I: I I'I r.$elrlnust nasu Duttl{l.a,Ya ft.l lallr,.
fir

lt lJr ef.glc,
{i r jL -Lh-tt!, \-- r-,

h flr.rrc* orr{r{ro
xl t \r.t t(]rJ l|"rL'.,lJ\r'a-.rl-l-, r r r r
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;

b. Crustaceae, maLusca: colenterata, = Rp 1"0tJ, -&g
e"chinoriermata, amphibia, aigae
dan l:i*ta larnnya ti)

c. Mamalia, reptiiia

5. F,etribusi hasil tengkapen di i.aut.

= Fn frfifi -firs^-r e v vt .-^t!

.^b Ei ..',^- T] '- 
f){} - flr,*Cl. I- r':tt/t-.i> I-ltj svl -t f\5

L fft.r-.*^.-l..*iA t^.'.^l!!'rn4 r--.I^-$^-..-*^ IJt- l)f}fi fl--
LJ. \r'l tllt trd,t-.GctEr tllutLtsLd.r t,lJl-Gtl'LGl d.Ld., f !P hWV, -f AE

echinaderrnata, {tnlphibia, algae
'{ rr* l-i^* "t I ^'l-.tFtrt,"l fi\(,r-cl.|.r t.rJ'\,t(rc{ I(.tIlltI*Y Ct V/

^ n n{ ". "*.* -. li -r 'nl\}! +ili '.L. fTfrl'ltlrlr! (a"r l. EyLl r tdt IJ , 'l tlrirl fi- ^rulJ l. LrLtrJ , -{ S5

B. Benih Ikan
'! F-etrihusi nroduksi benih ikan di iahan rnilk sendiri/r

kontrakisewa.

a. Pisces :

- Ukuran -besar (8 - 1? cm) - Rp 10,-/kg
- TTL-"-on oo,lo-- /E - Q nm\ - Il^ Kll -/l'ourr4arl pvus45 \v v v.ltJr ryl, vv' aa6,

' Ukuran kecil (< 5 cm) = Rp !$g,'ftiter
-b. Crustaceae, molusca, coienterata, echinodermata,

arnphibia, algae dan biota lainnya.
T Tl.rra'r-t-. l-.,^.'.t'". /T \\-/ I\ t ll €l l t lJ f7*: o'l \U/- Likuran sedang &[i
T Tltrr'..'r., ItotiI fqi
\J Jl'r ll.aJl Gtll -l'rL'L" ' I \u'l

'1 hf^rrrt^I;^ '..tr *il;".L,, lYlCLl'll(X.I-|.Cr f F-[,, l;Il.l(1..

T Tl--tsA-- L ^^ ^* lT \- L' I\ LTl. E1II UES AI' \llj

- Ukuran sedang ti\t)
T TI-rrr{'.?r lr^,-r'll /Sf
lL-/ A tIl {tll I\(:L, r r tL'/

fi D ^+-.lL--^i GsA-J--I-^i L ^*iL :I- ^.-4t , f lS l,i'lL, llFl LrI'LtLl Ltll'':I Lt$tllll I rr ilII

_T.lj
H.. I- LIL:Sti :

r Liliuran besar iS r i2 cmi
- I-jkuran sedang (5 - S cm)---ct \- - ----f

TTf-- l---:l /- != ----\- L.iIlLtf t{Il }t S(_:il \= Lr L:IIl,t

- T-Ti{Ltran besa} tA,\.^^ \"/
TTI I /Af\- Lr!{Llren seoans tlvr}

- i-ikr-u'a-n ke,:rl i'.$)\'- /

: I] t 1 nn Jrrl' '--,rllJ l-rLrLr.r -t(tr\Lrl

rrl- rvt rvr\LrJ-

D,^ 1 fi flr^lfl ,^I- ^-rlf, lt.r,trLrLtr -, E-$!L,I'

- lip 5.000.-/ekor
Er- {} Rl-|fl f^I.r.-.
Ltl], 4|, t LtLr! -, (;Il'|grl

di p*rairan umum.

T"l -t F ra fl= ft,p zoLr,-/Kg
- F.n 5fif) -/-kp

--t- - ! '--(?
T) -- -r rrf\r^r n- ---ftIJ -L. t-tt-tl-.,, -IKS

= Rn 1 nfifi -fu'lrnr
-rr4.v-ur.v*av4

= Rp *nijii,-l'eitor
- Rn lfX) -/eknr

-'l- 
- J

b. L,-rustaceae. moiusca, colenterata, echinode.rmaia,
emnhihin. nl*tee den hiota leinnve-

rt lU[o* ''li ''lvr LY.l-LLllI-|ta,l-lt,l. r. r.
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.a.rlt/

c. Mamalia. rentilia.r^^e4! ^ "r v4*.

- Lil'.uran bes.qr. {T,\\',Lrr-u- \",, .rviJ

- Liiruran sedang iivi) = Rp
r Tikuran kecil {S} = Ruvvs 

\-"/ --I-

:-1 I? ofr.ihtrc=i r-'r.nrlttlr.=i }.o*ih ilr n." .ti i trrr*rJt .lD\,'rvr-lt, L1Lttr- l-rr- \r\r-lJrllLr& ttr-/lll-ll l-at'r-a.t"t a-u- iaaaau.

.' J}i ."..r-.t ,
(.1.. I .Irflvt-rrf

TTl-rrn^- Lr\n/r'. iA 1r) r..,*\ 'I)-..
- t-r-tll"{l .111 1rEI!.Ll t-U - It'r Lfffjt f !}J

- {-Ilinran sedang t5 - S crn} = Rp
- T TIt r r?r rr tr lr^.r"il {.* H .r-trt\ E *-- LJIlC.ll{Ill I!\-.LII \ - ,,t L/trl, rLl,

t{l ft{]Ii - Iol...t
- 

Lt .l-r 1., !J t I V.l,-r-\ri.

i0.000, -lekor
X nfin -/elrnr'.ta-4**rlrv^av4

l)rlr1 fl- *1t\,ltJ, -f SE

5lltl,, -,.ikg
'l finfl _ fl,,na r \Jr-Jr-r: -t rL5

1.000,-/ekor
H J"}(i J^l- ^*(ru\Jr -f E-t\t .l

1ilt},-lekor

zfi.flflO,-/ekor
1 r.t t\r.rl'r ,^l- ^--ILr,lJtJu. -l EIL(JI-

5.000,-/elior

t ^Li*^J'..t *^*^
Et-ltllt uttrtl lltd. L4:

- LTkuran besar {I,)
T T'lrrrr^E ^ ^J ^8.'ir fRf\r*rt\Ltl 4rt sELt"d.[rEr lrvlt

- { Ikuran lie*il {ti}
c. h{amalia. rentiJia.

I ikuran l:esinr (L) = Rp
TTI-!--+6-- --l^--- /l ,n Tf-Lrtttrr arl scuetlrg \lYr/ ItF
Llliuran kecil (S) = Rp

{1. Ikan Hias.

3 Likuran besar {Li
- Likuran sedang th{)- Li'lruran kecii isi

T T"ltrr'.'., l"'oo o'. /T .\\_r' l'l 1/1I (arl l./L..r_:r Lt-l \.u.t

- Lj-Kuran sedang inii
- Likuran kecil fS)\r'L?t-L 

\"/

ra fr..{.,Fyr qii .,'ortfili .'
\,r iYlt-tlJ.lGl r r l3.ar r t-H trlll|'Ir

T TItr!rr-r" l^n.! ^t iT \- |\Jr!'l,'I {ILr.r Utt;f (I'r \rJl- Likuran seiiang ilW)
TTIrrr'".art lto^il /C\
tJ tr-,!rl {-{lt l\rueL,ll \lJ.,

J) I] -.*o-i}-tt..i t--.,--It.It..i iIt.-t. Li ."..L., lttf('I t-Ll llu-il Yf \ltf f,t.t\ill t.f\(tll lll<]L--r

umum.

l'r tr-I..tt..$ r! /r... r! n *.-l !a^ A 
^ -t^l ^.,.*^-^ 

* ^ri. L/,rtis LaCeAe, inOiUSCa. COtenf,ef af,a.
amphihia, aigae dan hiota lainnya.

=Rp'f}*
r![J

=Rp

L. Retribusi produksi ikan hias hasil budJdaya di laha-n milik
liln , l.sen(llrlrKrinl.r atttsew a.

a. Pisces:

=Rp
=Fn̂rr
=Rp

?50,-iekor
fin -/elrnr\rvt rs..tttt t

i0,-lekor

a Vl, t-, \t \-, .r, I r;IIlJL

= Rp 100,-iek*r
= Rn ?i-l -lpl'nro

-.r -v.! 
| vr:Lr4

I} r* "l nnfi J,-1. -.-nr lI., L \r t-t \t t -r {;l\rJi.

= Rp 50ti,-/ekor
rulJ tHtJ\t.1 | \eJ,I\.rl

hasil budidaya di perairan

I

/
h. ilrttstaceae, moiusca, colenterata, echinadermata,

lrrnnhihi n :rl scte rl sn hini n I gti'r1rr4r
Larrrf, ls-1vl3e,l a-^bt1v \arL{.8-.. lr^vvC- !a...&itii. t aa.

I

.'
1..

a. Piscgs ....
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a. Pisces :

- TTlrrrr"{rrt l-ooor" /T.\
\-, l.l. lA.r r.-,..11 A, t-..\-i' r""al 

\!_,r Likuran sedang (ivii
- Ljlilrran hecil isi^ \."- /

- Likltran besar tli
' T-EIuran sedsnrr {'lL'l)/\,t-Ltrrrht \iyr-/t

a Likuran irecii iSi
c, S{arnalia, repti}ia.

- Llkuran hesar {L}
= T T-lttt',{rn ...'J r!nrr /n,{\- \-,I\L.II Cllt r)rvttCtll$ \rtrjt

s iikuran kecii i$i
:J. Retribusi prodlllisi ilian

llr'ialtlvt.t
t.l.I.ll Llltl.

..t Eli.- ,r,\^ rd.n l- t.l'L,Es

T T1_- l_ __ _-- /T \- Lj tt Ltrart LrES ar' \rrl- Llkuran sedangr {h,['}
T n-rrr/rra l-^^:i /c\- t_,! I\ Llt- d.ll t\EL I I \tJJ

- Likuran besar tl,i
LTkuran sedang- tfoD

- Likuran kecil tS)

= Bp 5ilLl,-/ekor
= Rp 100,-/eiror
= F.n 2n -/elrnr*-l, 

- 
v 

t 
. ei:v-a

= Rp i.00u,-lekor
= Iln t{]n -JoL..o*.t, 

-r-, 
rJ t r v..'r\/tj_

11 .A , :l* ftp +l_r,./eKsr

= Rp ?,LXltl,-/ekor
- Rp L.00$.=lclicr
= Rp 500,-/ekor

hias hasil tanglieFan di perairan

= Rp l".000,-lekor
= Rp 200,-lekor
= Rp 4{}.-/ekar

T R rr 1 fl t lf){-} -/plrnr
--l_ | , -_;a-v_

= Rp ii.00t)"-lekur
= Rp z.Sflfl, -lekor

= Rn 2ft -r'rrlrnl.
-rr 

-v, 
I G-4r\r4

= Rp 1.{.}00,-/ekor

= Rp 4Ct,-/ekor

b. Cntstac*ae, malusca. colenterata, echinodermata,
amphibia, algae dan biora lainnya.

br. Cr.isi,aceae. rrrol"i.isca- coleiiieraia. ecliinodermata-
amphibia. algae dan biota lainnva.

- f Ile ur*n bes.qr {T,} = Rp ?.00fi,-/ek6F
- Llktirari secLatig (l"ii = Rp 500.-/ekor=
- LTliuran kecil (S) = Rp 100,-/ekor

{:. h'Tanr,tli s, re1:tilin.

- LTkuran l:esar {I ,}
- L,-'k"ura{n sedang ihdi
i { Ile uran }<ecil fS}

4, Retril:I-rsl prorJulesi ikan hias hasil burlidaya di laut.

a. Fis.c*g :

- T Tl-rrr4r., 1-,-.= .'- iT \
L-, Il LtI rL;lll rrvlt (.{l \U.t

- Likuran sedang (M)
- Llkuran kecil {S}t- \".rt

h {lrrlqf .or.rroo t't rnlttq,l..tr ,'.nlrrnf pr"-.rf q oohit r-rlarrvrr.rf''rLlr Lzr etrr r,{_r\.i--cta-/! lt'l\nr,l.rir-.rl-lg \JLriCi.i.tuVi r.lfur,l' i;iriii.iiLti-i.vi iiirir_.,ra1

arnphibia, algae dan biota lainn:,'a.

I t ar
c. $lama[a,...



F.
I

i
i

lbt

c. &{amalia. rentilia.l4*t 4 vr e-

T TLrrlatn ho* or' /I .\\/l\rLtJ- Llll u,cJ"ul{l \",tr Liiruran sedanS tnq
- Tiiiuran hecil iS'!4 \-1

R ofr.iltt.*i l."r.r'rrlrtL*i il' crtt hi ocr?r--L'r rl-r tlarrr 
I./r. \r\-arL,arLrJ-1 r.altt-a-lr. 

''r-l-l-t}-t

,a E!; {-r.''r. r(*{. t "ld:tt-t'}t r

['iI .rrh,r* ].^r't']N fT \- L-.'nL tl'r cLlt LJES cll. \LJ

- I lliurftn si*d.?ng {l!I}
- T T-l' t rar ra tt 

-it'*.,-ril 
/C\- t-rIIt{.r clrr r\LL.ll trrJ-t

' Likuran besar G,)
T TI-rrh-a'^ ^^J ^E^1 /lt''I\

: i'tffi*;*iEi'."
c. h{amalia. repti}ia.

{ i}cur;}n h;sar {T,}
rrr-- -^r^--: ri"tLrIl.rlr-arr $HLrarrs trvt/
LTkuran kecil {S}

l). Iintuk rlenEuijstn lrutlr hasil

1. Ikan segar sel:esar
r\rlll 1
;1. l$ an utanan sellesar

= TJrt , illlfi -irrbnr"
^ 

tl- tl r tJ V V ra a \-.!rl-r-L

= Rp i.iii-iii,-le]tor
= Rn fi{lC} -/elrnt

--r t r v^rv.a

hlr*iI tan*L.or.or. rli lqrr*II rL,(lJJ-r- q-'r...rr l.tI.l- r-a-!./ tu-rr L,i-t- L{4. rli L'r

f) -- 't ,1nr] i^l- ^*r[,P I. LrurJ. -r Et\ut

= Rp 3{X}.-lek*r
IJ t- ,{ fi - ir=I.-.r.'LI,IJ =r_.rq 

-r \-J}"t l

= Rp 9.00$.-/elior
= Rp 500'-,jekor
= Rp ltx],-iekor

\,r: 1 f).fltlfl. -/ekorlt/
T] -- f l"rr^lr-r t-l* ^--ftp L,.LtlJtJ-. -tE l.LrI

= Rr: 2,5fj$.-/ekor

Irerikanfin :

-flkg
n-JItg

i'Jh

1* tta..rr,-.# 6t-.t\r.'^ *'-l .!/'rr-rrr! ^r.I^*i..--.*^ ^^Li-^J^-..-,.^{'-rLr. \-..'l t{J L.cl'L-(rdEr .tltt ILISLd.-q f-UfEtlL'EI cl.Lcl"1 Et-ftfllt,lLltll lttcl'Ldr

ffrni:hibia' aigae dan biota lainnya.

Rn'- t'
T-lrlIJ

t
I*,

(-l
Hr,

Pasal 30

{I} Retri-busi riipungut den6:q mengzunakan SKRD atau dokumen
i nin'-'n n * din91-go;11ahan.r.arr .t qrrE r.glr!

l?i Hasit pungutan retribusi sebagaimana fimaksud pada Pasal 28
dan 29 Peratrran Daerah irri disetor ke Kas Daerah.

BAB XIII
.C At\Tx*et AnnfT]riTSrIR ACI

Pasal31

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau
kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
scbcsar 2 94 (Cua pcrscn) sctiap bulan dari bcsarnya rctribusi i'ang
terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan
honctrrrnolron Srrr.o* To-ihon f,!ot*iLrr.i I'lcor"ohiiiEiiESrUiiAS-ii udI co I sbra^qrr ltvurtu*

T\ a 1ra TrT'T -r

-LlAtl .JLl v ....
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BAB XIV

P E &TB I hJAA*I\i DAhi PE hIGAWA SA*NI

Pasal32

{L) Iiepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan ijin yang telah dikeluarkan.

(2) Tata cara pelaksanaan pembinan dan pengawasan sebagaimana
fimahsud pada ayat (L) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

TGTENTL]AN PIDANA

Pasal SS

(1) Wdib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling'
lama 6 (enam) btrlan atau denda paling banyak 4 {empat) kali
.:,,*l^L -^+-.ilt,,^i *narr*anm
J Lrrtlrnrr IsLlruuDl -y alrS uEr u$(rrr5.

(2) Tindak pidana sebagaiinana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
arlalah pelanggaran.

11AR Y\iT

PIINT\fTflTII r\ lrT,' I rlulrvut

Pasal 34

{1) Fejabat Pegawai }.Iegeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerinta}i
l)aerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidilian tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah.

(2) \t'ewenang penS,idil< sebagairnana dimaksud pada ayat (1) Pasal
i-: ^-r ^t ^L-t111 .ttlcAldll .

a. Menerimal rliencari. irreng.impulkan dan mene.liti kete.rangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
retribusi daeiah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan _ielas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi ataii badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ili bidang
rctribusi dacrah;

c. li{eminta ke{,erangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
-bar{an sehuhungan ilengnn tinriak iiidana rli hidang retlibusi
.t -,,,, ^ i- .
rrrlf -r otl.
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d. l,Iemeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dakumen-
dokumen lain be.rkenaan dengan tindak pitlana di bidang
retribusi daerah;

e. lilelakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencaiatan dan dokumen-dokumen lain, se.rta
melakukan pen$.taan terhadap baha-n brrkti terselxrt;

f. I\:Ieminta bant'ran tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
iugas penyidikan iindak piriana di bidang reiribusi;

g. Ivienyuruh berhenii, meiarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
trerlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokr rmen selr a gaim an a- dim aks ud p a-tLa- hurr-rJ e;

h. l:Iemotret seseorang yang berkaitan dengan tindal< pidana
retribusi daerah;

i. iviemanggil orang untuir didengar keterangannya dan
dipcriksa sebaga.i tersangka atau saksi;

i h;Io--hanfiLqn ^o-rririiLo-.J. !g:ulr,

k. l,{clakukan ti.nCakan lain yang pcrlu untuk kclancaran
penyidilian tindal< pidana di bidang retribusi daerah menurut
hukum yang dapat dipertenggung j av;abkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada a].at tU Pasal ini
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menJiampaikan
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan
kctcntuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor I Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XYII

KETENTLIAN PTBALIHALI

Pasal 35

i l) Surat Iiin Usaha Perikanan yang sudah diberikan sebelum-beriakunya Peraturan Daerah ini tetap -berlaku sampai habis
rnasa berlakunya, kecuali bils ada ketentuan lain yans
ditetapkan oleh Bupatiberdasarkan Peraturan Daerah ini.

{:1) Selbeium ketentuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan, pemegang ijin harus menyesuaikan dengan
ketentuan yang diatw dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII .It
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BAB X\TII
KETEbITUAN PEI{UTUP

Pasal 36

Hal-hal lain -r*ang belum cukup fiatur dalam Peraturan Daerah ini
sepan_iang rnengenai peJaksanaannlra akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

Dengan berlakunya Perai.uran Daerah ini. maka Peraturan Daerah
Iiabupraten Cianjr-rr lriomor 5 Tahun 1982 tentang Tata Ca-ra
Pemanfaatan Perairan LTmnm unt,uk usaha perikanan dinyatakan
ticlak berlaku lagi.

Pasai 38

Peraturan Daerah ini mulai berLaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Cianiur.

T\'-r- - L - -- l- - -- -li 
^i - --:- ---tlttettrlJl5.Hfr [Ll I-;IAIU Llt. .

pada tanggal 13 September 2000

B LiPATI I{AB LTPATtrhT CIA*hIJLTR,

/-t - -- L"r- Jt-ri{fi/ Lt,Ll"

HARKAT HAI.IN I ASII HARD JA

Peracuran Daerah ini disetujui oieh Dewan Perwaiciian Rakyai
Daerah Iiabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor
i2iDp. i 72lhep.DPRDl2000 ianggal 13 Septembe;r 2000.
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